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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

“Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau; 

 

Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia; 

Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera” 

[Bilangan 6: 24-26] 

 
 

Tetelestai 

 

[Yohanes 19:30] 

 

 

Serahkanlah segala kekuatiranmu kepada-Nya, 

sebab Ia yang akan memelihara kamu. 

[1 Petrus 5:7] 
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A. Latar Belakang 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Tindak pidana pembobolan bank di Indonesia bukan menjadi masalah baru 

dalam masyarakat, sebagai contoh kasus pembobolan bank tahun 2019 yang 

dilakukan oleh mantan teller BRI dengan memalsukan tanda tangan nasabah agar 

leluasa mengambil yang yang telah disetorkan saat mencetak buku tabungan 

dengan kerugian mencapai hingga Rp 2.300.000.000 (Rp 2,3 Miliar). 1 Kasus 

pembobolan pada bank lain yaitu pembobolan yang dilakukan oleh Maria Pauline 

Lumowa yang bekerja sama dengan sejumlah staf dan pejabat BNI hingga petinggi 

Polri untuk membobol BNI senilai Rp 1.700.000.000.000 (Rp 1,7 Triliun). 2 Kasus 

yang sama terjadi di BNI dilakukan oleh penyedia pemasaran bisnis hingga 

mencapai Rp 65.000.000.000 (Rp 65 Miliar) kasus bermula dengan memalsukan 

tanda tangan pengurus dan surat-surat lainnya untuk memproses perpanjangan 

kredit modal kerja (KMK). 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Herman Amiruddin, “Tilep Uang Nasabah hingga Rp2,3 Miliar, Oknum Pegawai BRI 

Ditangkap” https://news.okezone.com/read/2019/01/30/340/2011433/tilep-uang-nasabah-hingga- 

rp2-3-miliar-oknum-pegawai-bri-ditangkap diakses 10 February 2021. 
 

2 Tribun News, “Bobol BNI Rp 1,7 Triliun, Maria Pauline Lumowa Kerja Sama dengan 

Sederet Orang Berikut Ini” https://www.tribunnews.com/nasional/2020/07/09/bobol-bni-rp-17- 

triliun-maria-pauline-lumowa-kerja-sama-dengan-sederet-orang-berikut-ini diakses 10 February 

2021. 

 
3 Detik News, “Bobol Bank BNI Rp 65 Miliar, 2 Karyawan Divonis 4,5 Tahun” 

https://news.detik.com/berita/d-2313967/bobol-bank-bni-rp-65-miliar-2-karyawan-divonis-45- 

tahun diakses 10 February 2021. 

https://news.okezone.com/read/2019/01/30/340/2011433/tilep-uang-nasabah-hingga-rp2-3-miliar-oknum-pegawai-bri-ditangkap%20diakses%2010%20February%202021
https://news.okezone.com/read/2019/01/30/340/2011433/tilep-uang-nasabah-hingga-rp2-3-miliar-oknum-pegawai-bri-ditangkap%20diakses%2010%20February%202021
http://www.tribunnews.com/nasional/2020/07/09/bobol-bni-rp-17-
http://www.tribunnews.com/nasional/2020/07/09/bobol-bni-rp-17-
http://www.tribunnews.com/nasional/2020/07/09/bobol-bni-rp-17-
https://news.detik.com/berita/d-2313967/bobol-bank-bni-rp-65-miliar-2-karyawan-divonis-45-tahun%20diakses%2010%20February%202021
https://news.detik.com/berita/d-2313967/bobol-bank-bni-rp-65-miliar-2-karyawan-divonis-45-tahun%20diakses%2010%20February%202021
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Kasus-kasus pembobolan bank diatas membenarkan bahwa adanya 

kelemahan bank yang digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab 

sebagai sarana kejahatan yaitu tindak pidana perbankan. Pembobolan bank 

merupakan kejahatan kerah putih atau white collar crime yang dilakukan oleh kaum 

intelektual dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi dan strategi serta celah 

pada aturan-aturan internal bank maupun aturan-aturan hukum yang berlaku.4 

Tindak pidana pembobolan bank termasuk dalam praktik tindak pidana 

ekonomi, diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang 

Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi5. Tindak pidana 

ekonomi dalam arti luas adalah semua tindak pidana diluar Undang-Undang 

Darurat No. 7 Tahun 1955. Hal ini mencakup berbagai tindak pidana di bidang 

perekonomian seperti tindak pidana korupsi, persaingan perusahaan, asuransi, 

merek, paten, lingkungan hidup dan lain-lain.6 Tindak pidana ekonomi secara 

internasional dikenal dengan istilah financial crime atau business crime.7 TPE 

dalam arti sempit adalah seluruh tindakan yang tercantum dalam Undang-Undang 

Darurat No. 7 Tahun 1955, disebut sempit karena secara substansial memuat 

sebagian kecil dari kegiatan ekonomi secara menyeluruh. 

 

 

 

 

 
 

4 Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, 2005), hlm. 147. 

 
5 Indonesia, Undang-Undang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana 

Ekonomi, UU No.7 Tahun 1955, LN. No. 27 Tahun 1955, TLN No. 801. 

 
6 Ibid, hlm. 4. 

 
7 Hartiwingsih dan Lushiana Primasari, Hukum Pidana Ekonomi, (Tangerang: Universitas 

Terbuka Press, 2016), hlm. 76. 
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Perkembangan dan kemajuan teknologi pada sektor ekonomi di Indonesia 

semakin terlihat dengan adanya perubahan pada bidang teknologi keuangan. 

Teknologi informasi yang berubah secara industri menjadikan masyarakat lebih 

cenderung terjadi perubahan yang cepat. Situasi ini mengantarkan pada efektifitas 

dan efisiensi mobilitas, sebagai contoh buku telah bertransformasi menjadi e-book8. 

Surat telah dibuat menjadi e-mail9 agar pengirimannya dapat lebih cepat dan 

efisien. Hingga pada akhirnya, uang yang berbentuk kertas maupun logam telah 

dikonversikan menjadi uang elektronik atau e-money10. 

 

 

 

 

 

 
8 E-book adalah Buku dalam versi digital yang menyajikan informasi berupa teks, gambar, 

video, audio, maupun bentuk multimedia lain. (Dalam Kamus Bahasa Inggris Oxford, e-book adalah 

versi elektronik dari buku cetak yang bisa dibaca di computer atau perangkat genggam yang 

dirancang khusus untuk tujuan ini. (Toko Buku Deepublish, “Ebook adalah – Pengertian, Kelebihan 

dan Kekurangannya” https://penerbitbukudeepublish.com/pengertian-ebook-adalah/ diakses 8 

February 2021). Oxford University Press, “Definition of e-book by Oxford Dictionaries” 

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/e-book?q=ebook diakses 3 February 

2021). Maka dengan kata lain e-book dapat diartikan sebagai bacaan dalam bentuk digital yang dapat 

diakses melalui komputer pribadi atau perangkat genggam kapan saja dan dimanapun. 

9 E-mail atau electronic mail, merupakan metode Store and Forward dari menulis, mengirim, 

menerima dan menyimpan surat melalui sebuah sistem komunikasi elektronik. (Narendro Arifia, 

“E-mail” http://narendro.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/15509/E-mail.pdf diakses 4 

February 2021). Dalam Kamus Bahasa Inggris Oxford, e-mail diartikan sebagai cara mengirim 

pesan dan data ke orang lain melalui komputer yang terhubung bersama dalam suatu jaringan. 

(Oxford University Press, “Definition of email by Oxford Dictionaries” 

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/email_1?q=email diakses 3 

February 2021). Maka dengan kata lain email dapat diartikan sebagai surat elektronik yang dikirim 

melalui media internet melalui komputer atau perangkat genggam kapan saja dan dimanapun. 

10 E-money adalah alat pembayaran digital atau alat pembayaran yang menggunakan media 

elektronik yakin jaringan komputer dan jaringan internet. (GOukm, “Tak Perlu Uang Cash Atau 

ATM Untuk Membayar Transaksi, Cukup dengan eMoney Pembayaran Jadi Lebih Simple” 

https://goukm.id/e-money-uang-elektronik/ diakses 4 February 2021). Menurut Bank Indonesia 

uang elektronik didefinisikan sebagai alat pembayaran yang diterbitkan setelah melakukan 

penyetoran kepada penerbit; uang elektronik disimpan dalam suatu sistem komputer; nilai uang 

tersebut bukan simpanan yang sesuai dengan undang-undang perbankan. (Bank Indonesia, “Apa itu 

Uang Elektronik” https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/Apa-itu-Uang-Elektronik.aspx diakses 3 

February 2021). Maka dari dengan kata lain uang elektronik dapat diartikan sebagai alat tukar dalam 

transaksi internet dengan menggunakan akses internet pada komputer atau perangkat genggam 

kapan saja dan dimanapun. 

https://penerbitbukudeepublish.com/pengertian-ebook-adalah/
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/e-book?q=ebook
http://narendro.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/15509/E-mail.pdf
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/email_1?q=email
https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/Apa-itu-Uang-Elektronik.aspx%20diakses%203%20February%202021
https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/Apa-itu-Uang-Elektronik.aspx%20diakses%203%20February%202021
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Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, mendefinisikan teknologi informasi 

adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, 

mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi di bidang layanan 

jasa keuangan.11 Berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi dan inovasi di 

sektor jasa keuangan di Indonesia, beragam layanan keuangan yang memanfaatkan 

teknologi informasi atau yang disebut sebagai Financial Technology (Fintech). 

Teknologi finansial yaitu penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang 

menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat 

berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi 

kelancaran, keamanan, dan kendala sistem pembayaran.12 fintech telah menjadi 

umum di masyarakat, baik yang ditawarkan oleh lembaga keuangan yang telah 

diawasi oleh OJK, maupun yang ditawarkan oleh perusahaan start-up13 (perusahaan 

yang belum terdaftar dan belum diawasi oleh OJK), melihat perkembangan dan 

potensi tersebut, maka fintech diharapkan dapat berperan sebagai pendukung untuk 

meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia.14 

 

 

 

 

 
 

11 Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 /Pojk.03/2018 

Tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum. 

 
12 Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang 

Penyelenggaraan Teknologi Finansial. 

 
13 Start-up adalah perusahaan rintisan yang belum lama beroperasi. Dengan kata lain, startup 

artinya perusahaan yang baru masuk atau masih berada pada fase pengembangan atau penelitian 

untuk terus menemukan pasar maupun mengembangkan produknya. (Muhammad Idris, "Apa Itu 

Startup dan Perbedaanya dengan Perusahaan Konvensional?" 

https://money.kompas.com/read/2020/10/21/093719826/apa-itu-startup-dan-perbedaanya-dengan- 

perusahaan-konvensional?page=all diakses 4 February 2021). 
 

14 Rinitami Njatrijani, “Perkembangan Regulasi Dan Pengawasan Financial Technology di 

Indonesia” Diponegoro Private Law Review (February 2019), hlm. 78. 

https://money.kompas.com/read/2020/10/21/093719826/apa-itu-startup-dan-perbedaanya-dengan-perusahaan-konvensional?page=all
https://money.kompas.com/read/2020/10/21/093719826/apa-itu-startup-dan-perbedaanya-dengan-perusahaan-konvensional?page=all
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Teknologi finansial dikenal dalam masyarakat sebagai layanan keuangan 

digital yang merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi, 

mengubah model bisnis dari konvensional menjadi modern yang awalnya 

membayar harus bertatap muka dan membawa sejumlah uang tunai, kini dapat 

melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dilakukan 

dalam hitungan detik saja.15 Secara sederhana fintech dapat diartikan sebagai 

pemanfaatan perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan di 

industri ekonomi tepatnya keuangan.16 

Risiko terjadinya tindak pidana merupakan dampak negatif dari kecanggihan 

sebuah layanan keuangan digital, seperti yang dikatakan Presiden Republik 

Indonesia Joko Widodo saat memberikan pengarahan dalam Indonesia Fintech 

Summit 2020 yang disiarkan secara virtual melalui youtube OJK yaitu sebagai 

berikut:17 

“Risiko yang dapat ditimbulkan dari perkembangan teknologi di sektor 

keuangan mulai dari kejahatan siber, misi informasi, transaksi error, 

hingga penyalahgunaan data pribadi. Apalagi, regulasi non keuangan 

perbankan tidak seketat regulasi perbankan. Indeks inklusi keuangan 

masih tertinggal dibandingkan beberapa negara ASEAN. Di 2019 indeks 

inklusi keuangan kita 76%, lebih rendah dari beberapa negara lain di 

ASEAN, seperti Singapura 98%, Malaysia 85%, Thailand 82%.” 

 

 

 
 

15 Bank Indonesia, “Financial Technology” https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan- 

konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/fintech/Pages/default.aspx diakses 9 Desember 2020. 
 

16 Suharyati dan Pahrizal Sofyan, “Edukasi Fintech Bagi Masyarakat Desa Bojong Sempu 

Bogor” Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia (November 2018), hlm. 92. 

 
17 Chandra Gian Asmara, “Jokowi Beber Risiko Kejahatan Siber Hingga Bocor Data Fintech” 

https://www.cnbcindonesia.com/tech/20201111143218-37-201056/jokowi-beber-risiko-kejahatan- 

siber-hingga-bocor-data-fintech diakses 4 February 2021. 

https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/fintech/Pages/default.aspx
https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/fintech/Pages/default.aspx
https://www.cnbcindonesia.com/tech/20201111143218-37-201056/jokowi-beber-risiko-kejahatan-siber-hingga-bocor-data-fintech%20diakses%204%20February%202021
https://www.cnbcindonesia.com/tech/20201111143218-37-201056/jokowi-beber-risiko-kejahatan-siber-hingga-bocor-data-fintech%20diakses%204%20February%202021
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Pernyataan diatas dapat memperlihatkan banyak kejahatan yang akan muncul 

seiring berkembangnya teknologi di sektor keuangan, salah satu kejahatan di sektor 

keuangan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai pembobolan 

bank melalui layanan keuangan digital, pembobolan bank umumnya melibatkan 

orang dalam bank yang mengetahui mekanisme sistem keamanan bank yang 

bersangkutan dengan bekerja sama antar orang dalam dan orang luar bank untuk 

merusak sistem pada bank dengan melakukan hacker menggunakan internet.18 

Tindak pidana pembobolan bank dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan 

Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 

Tentang Perbankan19, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang informasi 

dan Transaksi Elektronik20, Pasal 362 KUHP tentang Pencurian21, Undang-Undang 

Republik Indonesia tahun 2011 Tentang Transfer Dana22. Pada zaman digitalisasi 

dengan adanya layanan keuangan digital atau fintech pembobolan bank dapat 

dilakukan melalui layanan tersebut, seperti kasus pembobolan bank terdakwa 

Frandika Alias Udjok dalam Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst dengan 

temannya terdakwa Geri dalam Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst. 

 

 

 

 

18 Sutan Remy Sjahdeini, Himpunan Tulisan Kapita Selekta Hukum Perbankan, Jilid 1, 

(Jakarta: UI Press, 2006), hlm. 20. 

 
19 Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia, UU Nomor 10 Tahun 1998, LN No. 182 

Tahun 1998, TLN No. 3790. 

 
20 Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia, UU No. 10 Tahun 2016, LN No 130 

Tahun 2016, TLN No. 5898. 

 
21 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek Van Strafrecht]. Diterjemahkan oleh 

Moeljatno. Jakarta: Pradnya Paramitha, 1976. 

 
22 Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia, UU Nomor 3 Tahun 2011, LN No.39 

Tahun 2011, TLN No 5204. 
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Putusan Nomor Nomor 560/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst23 dan Putusan Nomor 

551/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst24 menjadi bahan analisis penulis dalam melihat pola 

kejahatan yang terjadi dalam sektor layanan keuangan digital perihal pembobolan 

bank. Maka berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan 

menuangkan dalam skripsi dengan judul: “Tindak Pidana Ekonomi Mengenai 

Pembobolan Bank Melalui Layanan Keuangan Digital.” 

B. Rumusan Masalah 

 

Rumusan masalah dapat berbentuk pertanyaan ataupun pernyataan, ditujukan 

untuk mempermudah penulis dalam membatasi masalah yang diteliti sehingga 

mencapai tujuan yang jelas. Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi 

perumusan permasalahan diatas dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku pembobolan bank melalui 

layanan keuangan digital? 

2. Bagaimana modus operandi pelaku pembobolan bank menggunakan layanan 

keuangan digital? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

23 Putusan ini melanggar Pasal 362 KUHP dan Pasal 85 Undang-Undang Transfer Dana 

dengan Putusan Hakim melanggar Pasal 85 Transfer Dana yaitu tindak pidana yang dengan sengaja 

menguasai dan mengakui sebagai miliknya dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui 

bukan haknya, sanksi pidana penjara 8 bulan. (Lihat di Mahkamah Agung 

https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/c56c16b0284ca163666d2d829fedf714.ht 

ml diakses 11 Desember 2020.) 
 

24 Putusan ini melanggar Pasal 362 KUHP dan Pasal 85 Undang-Undang Transfer Dana 

dengan Putusan Hakim melanggar Pasal 85 Transfer Dana yaitu tindak pidana yang dengan sengaja 

menguasai dan mengakui sebagai miliknya dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui 

bukan haknya, sanksi pidana penjara 8 bulan. (Lihat di Mahkamah Agung 

https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/21396f8341573bc6e300fb04f57957d4.ht 

ml diakses 11 Desember 2020.) 

https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/c56c16b0284ca163666d2d829fedf714.html
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/c56c16b0284ca163666d2d829fedf714.html
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C. Tujuan Penelitian 

 

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah dan 

menemukan jawaban atas pertanyaan seputar pertanggungjawaban dan mekanisme 

mengenai pembobolan bank melalui layanan keuangan digital. Adapun tujuan 

penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk dapat mengetahui dan memahami pertanggungjawaban pidana 

mengenai pembobolan bank melalui layanan keuangan digital. 

2. Untuk dapat mengetahui dan memahami modus operandi tindak pelaku 

pembobolan bank melalui layanan keuangan digital. 

D. Manfaat Penelitian 

 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat diambil manfaat bagi pihak-pihak 

yang berkepentingan dengan dunia sektor ekonomi finansial. Manfaat penelitian 

dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

 

a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan terutama 

masalah yang menyangkut tindak pidana ekonomi khususnya tindak 

pidana pembobolan bank melalui layanan keuangan digital. 

b. Untuk memberi pengetahuan bagi pihak lain mengenai 

pertanggungjawaban pidana dan modus operandi pembobolan bank 

melalui layanan keuangan digital. 
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2. Manfaat Praktis 

 

Dapat menjadi bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dalam 

mengatasi masalah ini dan memberikan masukan kepada mahasiswa khususnya dan 

masyarakat luas pada umumnya. 

E. Ruang Lingkup 

 

Penelitian yang dilakukan agar tidak menyimpang dari pokok permasalahan 

yang diangkat, penulis membatasi ruang lingkup pembahasan yang mengacu pada 

pertanggungjawaban pidana dan modus operandi pembobolan bank melalui 

layanan keuangan digital. Serta penulis menggunakan putusan pengadilan yang 

berkaitan dengan isu hukum yang penulis bahas. 

F. Kerangka Teori 

 

Penelitian ini menggunakan dua teori guna membantu penulis dalam 

menganalisis permasalahan dan pertanyaan penelitian dalam tulisan ini, teori 

tersebut berupa teori kesalahan dan teori pertanggungjawaban pidana. 

1. Teori Kesalahan 

 

Roeslan Saleh mengemukakan tidak adil apabila menjatuhkan pidana kepada 

seseorang yang melanggar ketentuan pidana, sebenarnya orang itu tidak 

mempunyai kesalahan.25 Kesalahan itu mengandung segi psikologis dan segi 

yuridis, segi psikologis merupakan dasar untuk mengadakan pencelaan yang harus 

ada terlebih baru kemudian segi yang kedua untuk dipertanggungjawabkan dalam 

 

 

 

 

 

 
 

25 Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Hukum Pidana: Dua 

Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana, cet 3, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm. 23. 
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hukum pidana, menyelidiki bagaimana hubungan batinnya itu dengan apa yang 

telah diperbuat.26 

Berdasarkan pendapat diatas maka dapat diketahui perbuatan yang 

menimbulkan sesuatu perbuatan tercela adalah kesalahan, yang nantinya perbuatan 

tersebut menentukan dapat atau tidaknya seseorang mempertanggungjawabkan 

perbuatannya secara pidana. Syarat-syarat kesalahan yaitu:27 

1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum). 

2. Diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab. 

3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau 

kealpaan. 

4. Tidak ada alasan pemaaf. 

 
Unsur kesalahan demikian pentingnya sehingga ada adagium terkenal, yaitu 

“tiada pidana tanpa kesalahan” yang dalam bahasa Belanda adalah “geen straf 

zonder schuld”. Terdapat juga adagium “actus non factim reum, nisi mens sit rea” 

yang artinya perbuatan tidak membuat orang bersalah, kecuali jika terdapat sikap 

batin yang salah, jadi batin yang salah atau quality mind atau mens rea inilah 

kesalahan yang merupakan sifat subjektif dari tindak pidana, karena berada dalam 

diri pelaku.28 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

26 Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 

145. 
 

27 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, cet 5, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 54. 
 

28 Teguh Prasetyo, Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana, (Jakarta: Nusa Media, 2010), hlm. 

77. 
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Menurut Utrecht, tindak pidana adalah adanya kelakuan yang melawan 

hukum, ada seorang pembuat yang bertanggungjawab atas kelakuannya – anasir 

kesalahan dalam arti kata “bertanggungjawab”.29 Setiap orang memiliki kesalahan 

jika pada waktu melakukan perbuatan melawan hukum, dilihat dari sudut pandang 

masyarakat perbuatan tersebut menimbulkan kerugian.30 

Jika dikaitkan dengan permasalahan hukum yang diangkat oleh penulis 

pembobolan bank merupakan suatu tindak pidana, dilakukan oleh seseorang yang 

sudah cakap dan melakukan tindakan tersebut secara berulang adanya fakta-fakta 

tersebut membuktikan bahwa tindakan diatas memenuhi syarat-syarat kesalahan. 

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana 

 

Sebuah konsep yang berkaitan dengan kewajiban hukum adalah tanggung 

jawab atau pertanggungjawaban hukum. Dimana seseorang bertanggung jawab atas 

perbuatannya atau dia menanggung tanggung jawab artinya dia bertanggung jawab 

atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku. 31 

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya 

pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan 

mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang 

salah dan bertentangan dengan hukum.32 

 

 

 
 

29 E. Utrecht, Hukum Pidana I, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994), hlm. 260. 

 
30 Ibid, hlm. 78. 

 
31 Hans Kelsen, Teori Umum tentang Hukum dan Negara, (Bandung: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2006), hlm. 95. 

 
32 Chairul Huda, Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada 

Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 68. 
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34 Andi Hamzah. Asas-Asas Hukum Pidana. (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 130. 

 

 

Definisi Pertanggungjawaban pidana menurut Simon adalah suatu keadaan 

kejiwaan sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik yang 

ditinjau dari perspektif umum maupun dari perspektif orangnya dapat dibenarkan.33 

Dimana pelaku tindak pidana dianggap mampu mempertanggungjawabkan 

kesalahannya jika: 

1. Dapat menyadari bahwa yang dilakukannya berlawanan dengan 

hukum. 

2. Dapat menentukan kehendaknya sendiri sesuai kesadarannya. 

 
Andi Hamzah juga menjelaskan bahwa pembuat tindak pidana harus ada 

unsur kesalahan dan bersalah yang harus memenuhi unsur, yaitu:34 

1. Kemampuan bertanggung jawab atau dapatnya 

dipertanggungjawabkan dari si pembuat. 

2. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya 

sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (culpa). Pelaku seharusnya 

dapat mengetahui akan adanya akibat yang ditimbulkan dari 

perbuatannya. 

3. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya 

dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi, (Yogyakarta: Cahaya 

Atma Pustaka, 2016), hlm. 156. 
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36 Muladi dan Dwidja Priyatno, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, hlm. 83. 

 

 

Seperti halnya dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan. Dalam 

arti sempit kesalahan dapat berbentuk sengaja (opzet) atau lalai (culpa). Sengaja 

(opzet) merupakan salah satu unsur dari tindak pidana. KUHP sendiri tidak 

memberikan pengertian mengenai sengaja (opzet) itu, terdapat tiga pembagian 

sengaja (opzet) yaitu:35 

1. Sengaja sebagai maksud (Opzet Als Ooghmerk), yaitu pelaku 

mengetahui dan menghendaki perbuatan serta akibat-akibat dari 

perbuatannya tersebut. 

2. Sengaja dengan kesadaran kepastian (Opzet Bij 

Zekerheidsbewustzijn), yaitu pelaku yakin akibat yang dimaksud tidak 

akan tercapai tanpa terjadinya akibat yang dimaksud. 

3. Sengaja dengan kemungkinan (Opzet Bijmogelijkeheidsbewustzijn), 

yaitu melakukan perbuatan dengan maksud untuk menimbulkan suatu 

akibat tertentu, tetapi disamping itu ada insyaf bahwa ia mungkin akan 

mengakibatkan suatu tindak pidana yang lain yang tidak 

dikehendakinya. 

Syarat lainnya untuk adanya kesalahan adalah tidak ada alasan pemaaf, 

artinya dapat dikatakan seseorang adalah bersalah, maka orang tersebut:36 

1. Terang melakukan perbuatan pidana, perbuatan yang bersifat 

melawan hukum. 

2. Maupun bertanggungjawab. 

3. Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena 

kealpaannya. 

4. Tidak ada alasan pemaaf yaitu alasan untuk menghapuskan kesalahan 

dari terdakwa. 

 

 
 

35 H. M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, Hukum Pidana, (Malang: Setara Press, 2015), 

hlm. 193. 
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Beberapa rumusan tindak pidana, selain dipakai unsur opzet, juga ada unsur 

schuld dalam arti sempit kealpaan ini disebut culpa, ada dua syarat untuk adanya 

culpa yaitu sebagai berikut:37 

1. Si pembuat haruslah kurang hati-hati dalam melakukan perbuatannya. 

2. Akibat perbuatan yang dilarang itu haruslah dapat dibayangkan oleh 

si pembuat. 

Van Hamel juga berpendapat bahwa kemampuan bertanggung jawab sebagai 

suatu kondisi normalitas kejiwaan serta kematangan dengan memberikan tiga 

kemampuan antara lain:38 

1. Mampu untuk dapat mengerti makan serta akibat sungguh-sungguh 

dari perbuatannya sendiri. 

2. Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu bertentangan 

dengan ketertiban masyarakat. 

3. Mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri 

dalam berbuat. 

KUHP tidak memberikan pengertian dari kemampuan bertanggungjawab 

seseorang, melainkan KUHP hanya merumuskan kemampuan bertanggung jawab 

seseorang secara negatif dan tidak merumuskannya secara positif.39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 Ibid, hlm. 203. 

 
38 lbid, hlm. 155. 

 
39 Ibid, hlm. 164. 
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G. Kerangka Konseptual 

 

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus 

yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan 

diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah.40 Kerangka konseptual yang 

diuraikan penulis hanya memuat definisi operasional sebagai berikut: 

1. Tindak Pidana Ekonomi 

 

Hukum pidana ekonomi adalah bagian dari hukum pidana yang mempunyai 

ciri tersendiri yaitu sifat ekonomisnya. Tindak pidana ekonomi bagian dari hukum 

pidana tetapi yang memiliki kekhususan. TPE di Indonesia dikenal dari 

diundangkannya Undang Undang Darurat No. 7 Tahun 1995.41 

Tindak pidana di bidang perekonomian dalam arti sempit adalah seluruh 

tindakan yang tercantum Undang-undang Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang 

Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Tindak pidana 

jenis ini disebut sempit karena secara substansial memuat sebagian kecil dari 

kegiatan ekonomi secara menyeluruh. Undang-Undang Darurat ini mulai berlaku 

pada tanggal 13 Mei tahun 1955 karena keadaan yang mendesak yang diakibatkan 

oleh kesulitan ekonomi pada saat itu. Undang-undang ini dikeluarkan dengan 

harapan dapat mencegah terjadinya kerugian negara pada saat itu.42 

 

 

 

 

 

 

 
40Ali Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 96. 

 
41 Hartiwiningsih dan Lushiana Primasari, Hukum Pidana Ekonomi, (Tangerang Selatan: 

Universitas Terbuka, 2017), hlm.72. 

 
42 Patricia Rinwigati, 2016, Tindak Pidana Ekonomi dalam RKUHP: Quo Vadis, (Jakarta: 

Aliansi Nasional Reformasi KUHP), hlm. 3. 
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Tindak pidana ekonomi dalam arti luas adalah semua tindak pidana diluar 

Undang-undang Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang pengusutan, penuntutan, dan 

peradilan tindak pidana ekonomi. Hal ini mencakup berbagai tindak pidana di 

bidang perekonomian yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya 

seperti Undang-undang tentang Korupsi, Undang-undang tentang Perbankan 

Undang-undang Persaingan Perusahaan, Undang-undang tentang Asuransi, 

Undang-undang tentang Merek, Undang-undang tentang Paten, Undang-undang 

tentang Lingkungan Hidup dan lain-lain. 

Selain undang-undang darurat ini, TPE juga diatur dalam peraturan 

perundang-undangan khusus lainnya. Masing-masing undang-undang tersebut pada 

umumnya mempunyai kekhususan baik dari sisi materiil perumusan tindak pidana 

maupun dalam hukum acaranya seperti kekhususan pelakunya, cara melakukan 

tindak pidana kesengajaan, penyelesaian di luar sidang, sistem pemidanaan, 

maupun tujuan dari tindak pidana khusus untuk melindungi suatu kepentingan. 

2. Pembobolan Bank 

 

Pembobolan bank adalah perbuatan membobol bank yang merupakan bagian 

dari kejahatan perbankan, tidak terdapat suatu definisi yang seragam tentang 

kejahatan perbankan. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan tidak memberikan 

defisini tertentu tentang kejahatan perbankan. 
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Ketentuan mengenai tindak pidana perbankan diatur dalam UU Perbankan 

diatur didalam Pasal 51 Ayat (1) yang berbunyi tindak pidana sebagaimana yang 

dimaksud Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47 A, Pasal 48 Ayat (1), Pasal 49, Pasal 50 dan 

Pasal 50 A. Dalam UU Perbankan tersebut terdapat tiga belas macam tindak pidana 

yang digolongkan ke dalam empat macam:43 

1. Tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan. 

2. Tindak Pidana yang berkaitan dengan rahasia bank. 

3. Tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan. 

4. Tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank. 

 
Pembobolan bank dikelompokkan berdasarkan jenis kejahatan yaitu:44 

 

1. Dalam bentuk error omission yaitu berupa pelanggaran terhadap suatu 

ketentuan berupa sistem dan prosedur yang seharusnya dipatuhi tetapi 

tidak dilaksanakan. Bagi pelanggarnya akan dikenakan sanksi 

administratif yang dimuat dalam ketentuan baku. 

2. Dalam bentuk error commission yaitu berupa pelanggaran dalam 

bentuk melaksanakan sesuatu yang seharusnya tidak boleh, tetapi 

tidak tertulis dalam sistem dan prosedur tetap saja dilakukan. Bagi 

pelanggarnya akan dikenakan sanksi normatif yang biasanya dimuat 

dalam code of conduct (kode etik). 

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat didalam undang-undang 

perbankan, menekankan pada bentuk tindak pidana perbankan dengan bank 

dijadikan sarana untuk melakukan kejahatan yaitu pada persoalan perizinan, 

prosedur administratif perbankan, pengelolaan perbankan oleh direksi, komisaris, 

karyawan, serta pihak terafiliasi, dan rahasia bank. 

 

43 Zulkarnain Sitompul, “Memberantas Kejahatan Perbankan: Tantangan Pengawasan 

Bank,” Jurnal Hukum Bisnis, (September, 2005) hlm. 2. 

 
44 Krisna Wijaya, “Kejahatan Perbankan” dalam Perbankan Nasional Catatan Kolom Demi 

Kolom, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2002), hlm. 38. 
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3. Layanan Keuangan Digital 

 

Layanan Keuangan Digital adalah layanan jasa pembayaran dan keuangan 

yang menggunakan sarana teknologi digital seluler atau web melalui pihak ketiga. 

Pihak ketiga yang dimaksud ini berupa individu atau masyarakat umum. Bukan 

karyawan lembaga bank, dan telah mendapatkan izin resmi untuk membuka cabang 

lembaga keuangan digital.45 

Bank Indonesia, layanan keuangan digital adalah kegiatan jasa sistem 

pembayaran atau keuangan terbatas yang dilakukan tidak melalui kantor fisik, 

namun menggunakan sarana teknologi antara lain mobile based maupun web based 

dan jasa pihak ketiga, dengan target layanan masyarakat unbanked dan 

underbanked.46 World Bank, mendefinisikan layanan keuangan digital yaitu:47 

Is creating new opportunities and challenges for the financial sector – 

from consumers, to financial institutions, to regulators. Rapid advances 

in digital technology are transforming the economic and financial 

landscapes. 

[Menciptakan peluang dan tantangan baru bagi sektor keuangan, mulai 

dari konsumen, lembaga keuangan hingga regulator. Kemajuan dalam 

teknologi digital yang mengubah sistem ekonomi dan keuangan] 

 

Pengaturan dan pengawasan mengenai bisnis layanan keuangan digital di 

Indonesia dilakukan oleh lembaga negara independen yaitu Bank Indonesia dan 

Otoritas Jasa Keuangan. 

 

 
45 GoUKM.ID, “Layanan Keuangan Digital: Kembangkan Layanan Keuangan Lewat 

Ponsel” https://goukm.id/layanan-keuangan-digital/ diakses 11 Desember 2020. 
 

46 Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang 

Elektronik. 
 

47 World Bank, “Fintech” https://www.worldbank.org/en/topic/fintech diakses 4 February 

2021. 

https://goukm.id/layanan-keuangan-digital/
https://www.worldbank.org/en/topic/fintech
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H. Metode Penelitian 

 

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk 

mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.48 

1. Tipe Penelitian 

 

Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu tipe 

penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam 

perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum 

yang ada dalam masyarakat.49 

2. Pendekatan Penelitian 

 

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 

pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (case 

approach), yaitu: 

a. Pendekatan perundang-undangan (statue approach) yaitu pendekatan 

yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi 

yang berkaitan dengan isu hukum dalam penelitian.50 

b. Pendekatan kasus (case approach) yaitu pendekatan yang dilakukan 

dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum 

dalam penelitian dan telah menjadi putusan yang mempunyai 

kekuatan hukum tetap.51 

 
 

48 Ali Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, hlm. 17. 

 
49 Ibid, hlm. 105. 

 
50 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, cet 10, (Depok: PT 

RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 164. 

 
51 Ibid, hlm. 165. 
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3. Sumber Bahan Hukum 

 

Sumber data adalah subjek dimana data bisa diperoleh, maka dari itu 

penelitian ini mendapatkan data melalui data sekunder. Data sekunder, yaitu data 

yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan 

dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, 

disertasi dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut, dapat dibagi 

menjadi: 52 

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat terdiri dari 

peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Maka 

dalam penelitian ini beberapa perundang-undangan yang digunakan adalah: 

1. Undang-Undang Dasar 1945. 

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 

3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. 

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan, 

dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. 

6. Undang-Undang Nomor Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana. 

7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa 

Keuangan. 

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik. 

9. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang 

Penyelenggaraan Teknologi Finansial. 

10. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/14/PADG/2017 Tentang 

Uji Coba Terbatas Teknologi Finansial.53 

 
 

52 Ali Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, 106. 

 
53 Anggota Dewan Gubernur, Peraturan Uji Coba Terbatas Teknologi Finansial, Nomor 

19/14/PADG/2017. 
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11. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/15/PADG/2017 Tentang 

Cara Pendaftaran Penyampaian Informasi dan Pemantauan 

Penyelenggara Teknologi Finansial.54 

12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 /Pojk.03/2018 Tentang 

Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum.55 

13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/Pojk.02/2018 Tentang 

Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.56 

b. Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum 

yang terkait dengan objek penelitian ini. 

c. Bahan hukum tersier, yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan 

hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, 

ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya. 

Penulis juga menggunakan dua putusan pengadilan yang memiliki korelasi 

dengan isu hukum. Adapun dua putusan yang di analisis penulis dalam menjawab 

rumusan masalah yakni: 

1. Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2020/PN.JKT.PST 

2. Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2020/PN.JKT.PST 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

54 Anggota Dewan Gubernur, Peraturan Cara Pendaftaran Penyampaian Informasi dan 

Pemantauan Penyelenggara Teknologi Finansial, Nomor 19/15/PADG/2017. 

 
55 Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh 

Bank Umum, Nomor 12 /Pojk.03/2018. 

 
56 Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan, 

Nomor 13/Pojk.02/2018. 
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4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum 

 

Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan, yaitu data kepustakaan 

yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan- 

peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil 

penelitian.57 

5. Metode Analisis Bahan Hukum 

 

Bahan hukum yang diperoleh penulis dalam penelitian ini dianalisis secara 

kualitatif, yaitu mengacu kepada norma hukum yang terdapat pada peraturan 

perundang-undangan serta norma yang hidup dan berkembang didalam masyarakat. 

Sehingga hasil analisis penelitian bersifat deskriptif analisis meliputi isi dan dan 

struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk 

menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam 

menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.58 

6. Penarikan Kesimpulan 

 

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara deduktif 

yaitu mengambil kesimpulan dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan- 

pernyataan khusus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

57 Ibid, hlm. 107. 

 
58 Ibid, hlm. 107. 
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I. Sistematika Penulisan 

 

Sistematika dalam skripsi ini membuat beberapa bab yang terdiri atas 

beberapa sub-bab. Setiap bab membahas secara terpisah, namun antar bab masih 

berkaitan. Skripsi ini disusun menjadi 4 (empat) bab yaitu: 

BAB I: PENDAHULUAN. 

 

Pada bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup, kerangka teori, kerangka 

konseptual, metode penelitian. 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA. 

 

Pada bab ini memuat tinjauan umum terkait tindak pidana ekonomi 

mengenai pembobolan bank melalui layanan keuangan digital. 

BAB III: PEMBAHASAN. 

 

Pada bab ini memuat jawaban rumusan masalah pertama mengenai 

pertanggungjawaban pidana tindak pidana ekonomi pembobolan bank 

melalui layanan keuangan digital. Kedua mengenai mekanisme pelaku 

tindak pidana pembobolan bank melalui layanan keuangan digital. 

BAB IV: PENUTUP. 

 

Pada bab ini memuat antara lain kesimpulan dan saran. 

 

DAFTAR PUSTAKA 
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